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BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN 

 
 

Pada hari ini Senin, 18 Desember 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Dhatun Kuswandari 

Jabatan : Plh. Kepala Biro Hukum 

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan  

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa. 

Nama : Kanti Mulyani 

Jabatan : Koordinator Penyusunan RUU, RPERPU, dan RPP 

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM 

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi. 

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.1/1104/HK.02/XI/2023 tanggal 13 

November 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan telah dilaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan pada 14 November 2023 yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh: 

A. Kementerian Ketenagakerjaan 

B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

C. Sekretariat Kabinet 

D. Kementerian Hukum dan HAM: 

1. Kanti Mulyani, S.H., M.H. 

2. Arif Susandi, S.H.I., M.H. 

3. Pharamita Rizki D., S.H. 

4. Bagas Wigrha Tama, S.H. 

2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.  

3. Bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak memerlukan persetujuan 

Presiden dalam proses penetapannya; dan 

 

 







 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

                                        NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  

NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI  DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 
   

 
Menimbang   :  a. bahwa untuk optimalisasi jangkauan pelayanan 

pelatihan vokasi dan produktivitas serta perluasan 

kesempatan kerja, perlu dibentuk  satuan pelayanan 
pada unit pelaksana teknis di Kementerian 
Ketenagakerjaan;  

b. bahwa pembentukan satuan pelayanan pada unit 
pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah 

mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Ketenagakerjaan; 
 

Mengingat     :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang 
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);



BE ITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN2024 NOMOR 10 

JENDERAL 
N PERUNDANG - UNDANGAN 
IAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

INDONE IA, 

DIREKT 
PERATU 
KEME 
REPU LI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 9 .Ja n u a r L 2024 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 4 Januari 2024 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri mi dengan 
penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. 
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MENTERIKETENAGAKERJAAN 
REPUBLIK I DONESIA, 


